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BAB III
RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM
A. Ringkasan Putusan Nomor 18 PDT.G/2020/PN.Sos 
1. Kasus Posisi
Muhammad Akbar Ramli, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, RT.006/RW.002, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan adalah korban aksi dugaan Penganiyaan yang terjadi di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan pada 13 oktober tahun 2019, Muhammad Akbar Ramli dengan temannya yang bernama Supriyanto S. Maya pergi ke acara pesta ronggen untuk menonton acara pesta. kejadian penganiayaan terjadi karena Muhammad Akbar Ramli melerasi temannya yang bernama supriyanto karena telah dikeroyok oleh para tergugat.
[bookmark: _GoBack]Terjadinya tindakan tersebut Muhammad Akbar Ramli tidak sadarkan diri (koma) selama 14 hari, serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti sediakala, setelah dari masa koma tersebut selama 2 bulan dan dalam masa koma tersebut pihak keluarga berkonsultasi dengan dokter spesialis syaraf Kota Tidore Kepulauan yang kemudian juga menjadi saksi ahli dalam persidangan. Muhammad Akbar Ramli  (korban) setelah terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan tersebut mengalami retak di bagian kepala belakang yang mengakibatkan pendarahan keras dibagian kepala, yang jika dikaji dalam tingkatan medis tingkat kesembuhan dari pendarahan tersebut hanyalah 20% dari 100%, juga atas kejadian tersebut berdampak pada gangguan mata kanan, serta rasa kram pada kedua kaki dan bisa mengakibatkan cacat permanen, yang mana penderitaan kedua hal tersebut masih diraswakan korban Muhammad Akbar Ramli.
Kekecewaan yang sangat besar pada saya pribadi selaku korban dan pihak keluarga serta para sahabat dan juga bagi mereka orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. tentang tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut hukum (JPU) jauh dan atau tidak sesuai dengan fakta peristiwa dimana para pelaku didakwah dengan pasal 170 ayat 2 KUHP Pidana yang mana para terdakwah yang berjumlah 3 orang tersebut hanya di Tuntut 3, 2 dan 1 tahun Kurungan Penjara.Maka oleh karena itu Muhammad Akbar Ramli yang teraniaya dan telah merugikan secara materil dan kesehatan yang sangat berdampak bagi masa depan. Dengan ini Ia memohon dan meminta dengan sangat kepada Majelis Hakim agar bisa mempertimbangkan keadilan yang harus didapati sebagai seorang anak dan keluarga yang mencari kepastian hukum dari Negara Hukum ini.
Sekiranya dengan keadilan dan kepastian (Hukum) yang saya dapati bisa memberikan efek jera bagi terdakwa dan menjadi pandangan bagi keseluruhan agar kiranya kejadian seperti yang saya alami tidak terulang dan menimpa orang lain ataupun keluarga lain.
Sebelumnya kelompok yang tergabung dalam Aliansi Penuntut Keadilan Muhammad Akbar Ramli datang dan menyuarakan keresahan di depan kantor pengadilan Negeri soasio, hal tersebut merupakan upaya untuk menyampaikan tuntutan dan menyuarakan kepada publik bahwa kualitas hukum yang ada di negeri ini begitu memprihatinkan. "Maksud dan tujuan kami hadir di sini yaitu mempertanyakan letak keadilan yang telah dihadirkan lewat tuntutan jaksa dalam sidang pidana kasus penganiayaan Muhammad Akbar Ramli
Adapun tuntutan aksi yang disampaikan yaitu Stop melakukan kompromi terhadap para pelaku tindak pidana, Stop primordialisme, memberikan sanksi tegas terhadap Jaksa penuntut umum, Stop menindas yang lemah dengan dalil kebenaran hokum dan tegakkan supremasi hukum di Kota Tidore Kepulauan.
Dalam tuntutan tersebut massa aksi kemudian diberikan ruang komunikasi dengan pihak pengadilan agar dapat menyampaikan tuntutan kepada majelis hakim dan kepala kantor pengadilan negeri soasio, namun negosiasi tak berunjung, sebab ketua pengadilan tidak berada di tempat. Pihak pengadilan berjanji akan mempertemukan masa aksi hari senin sebelum berjalannya sidang lanjutan kasus tersebut dengan tiga terdakwa masing – masing bernama Nur halis Galitan, Alwi Hamid dan Farid Soleman.
Kemudian pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Payahe Kec. Oba Kota Tikep hingga dilimpahkan ke Polres Kota Tidore Kepulauan dan telah melewati seluruh tahapan pemeriksaan dan dinyatakan semua unsur baik berupa saksi-saksi dan bukti telah memenuhi syarat pada pasal 170 ayat 2 KUHP Pidana yang dimana pasal tersebut berbunyi 'Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun'. Sub 351 ayat 2 Jo 55 Ayat 1
Putusan Nomor: 19/Pid.B/2020/PN.Sos tanggal 29 Juni 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 22/PID/2020/PT.TTE tanggal 3 Agustus 2020, Hakim pidana hanya memutus 3 tahun, 2 tahun dan 1 tahun pada Galitan, Alwi Hamid dan Farid Soleman, namun di layangkannya gugatan perdata menjadi kepentingan penggugat karena putusan pidanaya dinilai sangat ringan.
Dalam putusan perdata hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan , Menyatakan sah dan berharga terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat sebatas yang telah dipertimbangkan dan dibenarkan, dan menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat, serta menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, rawat jalan, pengobatan secara non medis, dan biaya transportasi selama perawatan dan pengobatan Penggugat sebesar Rp25.193.630,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
B. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 18 /PDT.G/2020/PN.Sos
Bantahan dari tergugat bahwa Muhammad Akbar Ramli dalam perkara teesebut telah mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan alasan yang berdasarkan atas Putusan Pengadilan Soasio Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sos jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 22/PID/2020/PT.TTE
Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah jelas dinyatakan peran masing-masing Tergugat yang berbeda-beda sehingga terhadap Para Tergugat pun dijatuhi pidana yang berbeda-beda pula sehingga Penggugat seharusnya merinci berapa besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada Tergugat I, berapa jumlah yang harus dibebankan pada Tergugat II, begitu pula dengan para pelaku
Mengabaikan perincian tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka berdasarkan doktrin Acara Perdata, gugatan Penggugat harus dianggap tidak jelas dan kabur (obscuur libel) Pertimbangan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan pada perkara yang diputus dengan putusan tersebut, telah terungkap bahwa pengeroyokan terhadap Tergugat dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Namun Penggugat dalam perkara tersebut membebankan seluruh ganti kerugian hanya kepada 3 (tiga) orang para tergugat
Para tergugat  menyadari bahwa hak untuk memilih siapa yang akan digugat pada suatu gugatan merupakan hak Penggugat untuk memilih/menentukannya, dan Para Tergugat juga menyadari adanya beban ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi jika Penggugat hanya bermaksud untuk menggugat sebagian dari para pelaku perbuatan melawan hukum, maka Penggugat juga tidak boleh membebankan seluruh tuntutan kerugian tersebut hanya kepada 3 (tiga) orang saja
Perkara tersebut, Penggugat menuntut seluruh ganti kerugian, maka seharusnya seluruh pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut juga ikut digugat, agar tidak membebankan seluruh beban kerugian kepada sebagian orang saja. Berdasarkan uraian dimaksud pada angka 4, angka, 5, dan angka 6 di atas, gugatan Penggugat harus dianggap kurang pihak (plurium litis consortium). Berdasarkan seluruh uraian di atas pada eksepsi ini, Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai eksepsi (tangkisan), dengan berpedoman pada Pasal 142, Pasal 149 ayat (2), dan Pasal 159 sampai dengan Pasal 162 RBg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formil suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara
Hakim mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Pengadilan tidak pernah menjatuhkan Putusan Sela karena materi eksepsi bukan mengenai kewenangan mengadili dan telah menyangkut materi pokok perkara sehingga eksepsi-eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan Pasal 160 RBg
Hakim mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada pokoknya yaitu Gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) jika isinya gelap atau tidak terang atau formulasinya tidak jelas. Selain sifat dari ketidakjelasan tersebut, gugatan yang demikian juga cenderung merugikan kepentingan pembelaan pihak lawan dalam menanggapi gugatan tersebut. Penjabaran dari ketidakjelasan tersebut, antara lain Tidak jelasnya dasar gugatan,Tidak jelasnya obyek sengketa,Petitum gugatan tidak jelas,Pertentangan antara posita dan petitum
Penggabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan materi eksepsi pada jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat angka 1, 2, dan 3, dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sos dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 22/PID/2020/PT.TTE, telah dijelaskan peran masingmasing Tergugat yang berbeda-beda sehingga terhadap Para Tergugat pun dijatuhi pidana yang berbeda-beda pula, sehingga Penggugat seharusnya merinci berapa besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada masingmasing Tergugat, terhadap eksepsi mengenai rincian besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada masing-masing Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersamasama dengan pertimbangan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak
Hakim mempertimbangkan materi eksepsi pada jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat angka 4, 5, 6, dan 7, mengenai gugatan kurang pihak dengan alasan yang pada pokoknya dalam persidangan perkara Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sos, terungkap fakta bahwa pengeroyokan terhadap Penggugat dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Namun Penggugat dalam perkara tersebut membebankan seluruh ganti kerugian hanya kepada 3 (tiga) orang Tergugat, seharusnya seluruh pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut juga ikut digugat agar tidak membebankan seluruh beban kerugian kepada sebagian orang saja (Para Tergugat) Majelis Hakim berpendapat, hal-hal tersebut juga sudah masuk ke ranah pembuktian atau pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak
Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti Para Tergugat mengakui perbuatannya dan sanggup mengganti kerugian sesuai dengan kemampuannya yaitu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan perincian Tergugat I menanggung kerugian sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat II Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat III Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Menimbang bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut
Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan jawabannya, Para Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bersedia mengganti kerugian sesuai dengan kemampuannya, yaitu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun dalam repliknya terkait besarnya ganti kerugian tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan menolak dengan tegas jumlah tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat
Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak saat ini, adalah Apakah layak dan patut ganti rugi biaya perawatan dan pengobatan Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, rawat jalan, perawatan non medis, biaya transportasi, dan konsumsi selama perawatan Penggugat sebesar Rp106.315.800,00 (seratus enam juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana petitum gugatan nomor 4 dan  Apakah layak dan patut ganti rugi kepada Penggugat atas cacatnya kaki kiri dan mata kiri yang ditaksir sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana petitum gugatan nomor 5
Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai jumlah tuntutan ganti rugi disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya
Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 19/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 29 Juni 2020) dan P-2 (fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 22/PID/2020/PT TTE, tanggal 03 Agustus 2020) ditemukan fakta hukum bahwa gugatan ganti kerugian dalam perkara ini berawal dari peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara bersama-sama terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka berat. Atas perbuatannya tersebut Tergugat I dihukum selama 2 (dua) tahun penjara, Tergugat II dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan Tergugat III dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara. Kemudian atas putusan tersebut diajukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya Pengadilan Tinggi memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Soasio sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi sebagai berikut: Tergugat I dihukum selama 3 (tiga) tahun penjara, Tergugat II dihukum selama 2 (dua) tahun penjara, dan Tergugat III dihukum selama 1 (satu) tahun penjara; Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat seharusnya merinci berapa besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada masing-masing Tergugat, sehingga dengan tidak rincinya besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada masing-masing Tergugat dalam perkara tersebut menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel)
Hakim mempertimbangkan bahwa mengganti suatu kerugian adalah hal yang wajib dilakukan atas setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain (vide Pasal 1365 KUHPerdata), namun berapa besarnya akan Majelis Hakim tentukan kemudian berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan
Hakim mempertimbangkan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan: 
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut“. 
Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak dirincinya jumlah ganti kerugian yang harus dibebankan kepada masing-masing Tergugat dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel), karena yang terpenting adalah ada ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum
Hakim mempertimbangkan Para Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan perkara Nomor: 19/Pid.B/2020/PN Sos (bukti surat P-1), terungkap bahwa pengeroyokan terhadap Penggugat dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Namun Penggugat dalam perkara tersebut membebankan seluruh ganti kerugian hanya kepada 3 (tiga) orang Tergugat, seharusnya seluruh pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut juga ikut digugat, agar tidak membebankan seluruh kerugian kepada sebagian orang saja, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium)
Hakim mempertimbangkan ditariknya 3 (tiga) orang saja sebagai Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) oleh Penggugat didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 19/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 29 Juni 2020 (bukti surat P-1) dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 22/PID/2020/PT TTE, tanggal 03 Agustus 2020 (bukti surat P-2) yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan kedua putusan tersebut tidak ada subyek hukum lain yang menjadi Terdakwa selain Para Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai tidak ditariknya pihak lain selain Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam perkara ini oleh Penggugat sudah tepat
Pertimbangan petitum
Hakim mempertimbangkan karena petitum Penggugat angka 1 dan petitum angka 2, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga petitum angka 1 dan petitum angka 2 akan menjadi petitum terakhir yang dipertimbangkan
Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Hakim mempertimbangkan Para Tergugat dalam jawabannya telah mengakui melakukan perbuatan melawan hukum dan bersedia mengganti kerugian sesuai dengan kemampuannya, yaitu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 1925 KUHPerdata menyebutkan bahwa: 
“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”. 
Hal ini dipertegas pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 497 K/Sip/1971 yang menyebutkan: 
“Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”. 
Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, yaitu Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, rawat jalan, perawatan non medis, biaya transportasi, dan makan minum selama perawatan Penggugat sebesar Rp106.315.800,00 (seratus enam juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) secara tunai/sekaligus atau sejumlah yang menurut pendapat pengadilan wajar dan adil. 
Hakim mempertimbangkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-22 dan 5 (lima) orang saksi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut dan menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat
Hakim mempertimbangkan dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan bukti-bukti yang lainnya akan dipertimbangkan apabila dinilai bersesuaian dan saling mendukung.
Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan Saksi Dr. Aswia Marajabessy, Ia tidak pernah merekomendasikan atau merujuk Penggugat selaku pasien untuk melakukan pengobatan secara non medis, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Penggugat yang mencari pengobatan non medis atau alternatif untuk mempercepat kesembuhannya merupakan hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, meskipun tidak ada rujukan dari dokter yang merawatnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim turut mempertimbangkan bukti surat P-11, P-12, dan P-14, serta keterangan Saksi Muhammad Ali (pengemudi mobil/taksi) yang diminta untuk mengantar Penggugat dan ibunya ketika melakukan pengobatan alternatif di Desa Saketa dan Desa Weda, untuk menentukan berapa total biaya berobat yang dihabiskan oleh Penggugat; Menimbang bahwa Majelis Hakim kemudian menjumlahkan semua biaya tersebut sehingga didapatkanlah keyakinan Majelis Hakim total biaya ganti kerugian kepada Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan Penggugat adalah sebesar Rp25.193.630,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 4 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai berikut: 
“Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, rawat jalan, pengobatan secara non medis, dan biaya transportasi selama perawatan dan pengobatan Penggugat sebesar Rp25.193.630,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah)”; 
Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat, yaitu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa cacatnya seumur hidup sebelah kaki kiri dan sebelah mata kiri yang ditaksir sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 
Hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K/Sip/1971 yang menyebutkan:
“Penggugat harus dapat merinci dan membuktikan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, apabila tidak dapat merinci dan membuktikannya, maka tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”
Hakim mempertimbangkan selama proses persidangan Penggugat tidak merinci dan membuktikan dalil cacatnya seumur hidup sebelah kaki kiri dan sebelah mata kiri yang ditaksir sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 sudah sepatutnya ditolak
Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat, yaitu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana Para Tergugat sengaja atau lalai memenuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Hakim mempertimbangkan karena Majelis Hakim berpendapat perkara ini bukanlah gugatan untuk memaksa pihak yang kalah segera melaksanakan isi perjanjian, maka tuntutan pembayaran uang paksa dalam petitum angka 6 perkara ini tidak beralasan dan sepatutnya ditolak
Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat, yaitu menyatakan sita jaminan dalam perkara ini yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan permohonan sita jaminan akan diajukan tersendiri dalam persidangan perkara ini, namun hingga selesainya serangkaian acara pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 7 gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak
Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat, yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoorbaar bij voorraad) sekalipun Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) mengajukan perlawanan, banding, maupun kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dalam perkara ini. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut
Hakim mempertimbangkan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) diatur dalam Pasal 180 (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 191 (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 54 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), yang memberi kewenangan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap
Hakim mempertimbangkan berdasarkan angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, putusan serta merta dapat dikabulkan apabila ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Mengenai hal tersebut ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2000
Hakim mempertimbangkan proses persidangan Penggugat tidak dapat memberi jaminan apapun yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;
Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat, yaitu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk taat dan patuh pada putusan ini, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menyatakan ganti kerugian berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan Penggugat dikabulkan, maka sudah seharusnya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) taat dan patuh pada putusan ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 9 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan
Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat, yaitu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. 
Hakim mempertimbangkan oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, maka dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyebutkan bahwa 
“barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, 
Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, yaitu menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, sepanjang alat bukti tersebut telah dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Majelis Hakim, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga sehingga petitum ini dapat dikabulkan, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak berkaitan dengan pokok perkara atau tidak membuktikan dalil-dalil Penggugat sehingga harus dikesampingkan. 
Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai berikut: 
“Menyatakan sah dan berharga terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat sebatas yang telah dipertimbangkan dan dibenarkan”
Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat, yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian
Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 283 dan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 1365 dan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan
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